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ABSTRAK 
Sartika Bani Kharisma. S311508013.Penegakan  Hukum Administrasi 
Bagi Kegiatan Usaha Wajib Izin Lingkungan Di Kota Surakarta Dalam 
Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. Tesis: Program Pasca Sarjana 
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi 
bagi kegiatan usaha wajib izin lingkungan di Kota Surakarta dengan mengacu 
pada ketentuan Pasal 36 UUPPLH, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian 
penulis ingin mengetahui hambatan dalam penegakan sanksi administrasi bagi 
pelaku usaha kegiatan yang diberikan oleh pemerintah seperti sistem perizinan 
dan juga keputusan individual (memberi izin atau tidak) dan memberikan solusi 
baik dari aparatur penegak hukum maupun masyarakatanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini 
menggunakan data primer melalui penelitian lapangan dilakukan di Kota 
Surakarta dengan lokasi penelitian di BLH Kota Surakarta dan kegiatan usaha 
bulu ayam daerah Pucang Sawit. Kemudian data sekunder menggunakan studi 
kepustakaan dengan metode dokumentasi yaitu dengan merujuk bahan yang 
didokumentasikan, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari wawancara 
dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara. Data 
primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan 
dengan mengamati fakta di lapangan dan digabung dengan data sekunder yang 
diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara 
deskriptif sehingga memperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan atas kepemilikan dokumen 
izin lingkungan bagi pelaku usaha di Kota Surakarta masih rendah. Sejak tahun 
2012-2016 terdapat 769 kegiatan usaha memiliki izin Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan 11 kegiatan 
usaha memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dari data yang 
ada diperoleh setidaknya terdapat 780 kegiatan usaha memiliki izin lingkungan 
namun hanya terdapat 20 kegiatan usaha memiliki izin lingkungan  yang 
dipersyaratkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hambatannya yaitu lemahnya 
sistem administrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terkait 
penerbitan izin lingkungan, kurangnya sosialisasi pemerintah dengan pelaku usaha 
untuk mendaftarkan setiap kegiatan usahanya, kurangnya sumber daya 
manusiayang cukup untuk menyelesaikan beberapa tugas yang terima Badan 
Lingkungan Hidup. 
Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Izin Lingkungan, Kepastian 
Hukum 
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ABSTRACT 
Sartika Bani Kharisma. S311508013. The Administrative Law 
Enforcement To Business Activities Required Environmental Permits In 
Surakarta In Order To Create Legal Certainty. Thesis: Postgraduate 
Program Master of Law, University of March Surakarta. 
This study aims to determine the enforcement of administrative sanction 
for the business activities required environmental permits in Surakarta with 
reference to the provisions of Article 36 UUPPLH, Article 2 paragraph (1) of 
Government Regulation Number 27 Year 2012 on Environmental Permit and 
Local regulations Number 10 of 2015 on the Protection and Management of the 
environment. Then the writer wanted to know the obstacles in the enforcement of 
administrative sanctions for businesses activities provided by the government 
such as the licensing system and also individual decision (to give permission or 
not) and give a good solution from law enforcement officials and society. 
This research is an empirical law. This study uses primary data through 
field research conducted in Surakarta with research sites in the BLH Surakarta and 
business activities quill Pucang Sawit area. Then the secondary data uses literature 
study with documentation method would be to refer the material documented, 
while data derived from field research interviews using data collection tools that 
guide the interview. Primary and secondary data obtained from literature and field 
research were analyzed using qualitative methods. Qualitative analysis is done by 
observing the facts on the ground and combined with secondary data obtained 
from the literature. The results of the analysis will be presented descriptively to 
obtain the description of the research is descriptive qualitative. 
The results showed that the provisions on the ownership document 
environmental permits for businesses in Surakarta still low. Since 2012-2016 
there were 769 licensed business activities Environmental Management Effort and 
Environmental Monitoring Effort, and 11 operations have Environmental Impact 
Assessment. From the data obtained there are at least 780 business activities have 
an environmental permit but there are only 20 operations have environmental 
permits required by the Regional Regulation No. 10 of 2015 on the Protection and 
Environmental Management. The obstacle is the weakness of the administrative 
system in the Investment Board and Integrated Licensing related to the issuance of 
the environmental permit, lack of socialization government with businesses to 
register each of its business activities, the lack of serious human resources 
sufficient to accomplish several tasks that have received Environment Agency. 
 
Keywords: Law Enforcement, Environmental Permit, Legal Certainty 
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